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KATA SAMBUTAN

Komunikasi, penelitian dan konservasi merupakan fungsi dasar museum
yang saling berkaitan dan harus dilaksanakan oleh museum. Museum
Kebangkitan Nasional terus berusaha untuk menyempurnakan pelaksanakan
tiga fungsi dasar museum tersebut, sehingga visi untuk menjadikan Museum
Kebangkitan Nasional sebagai wahana pendidikan sejarah kebangkitan
nasional pada tahun 2018 bisa segera terwujud.

Fungsi komunikasi dalam Museum Kebangkitan Nasional salah satunya
diwujudkan dengan menerbitkan buku yang berjudul INDONESIA: RUMAH
BERSAMA. Buku ini merupakan seleksi kumpulan makalah seminar yang
diadakan di Museum Kebangkitan Nasional dari tahun 2010 sampai dengan
tahun 2013.

Bukuinimemuatinformasidan pengetahuantentang prosesterbentuknya
kesadaran berbangsa dan perjuangan dalam menciptakan bangsa bangsa.
Makalah-makalah dalam buku ini ditulis oleh sejarawan dan akademisi dari
berbagai perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia.

Meskipun materi dalam buku ini sudah diseminarkan dihadapan
sejarawan, dosen, mahasiswa, guru sejarah, generasi muda dan keluarga
pahlawan tidak menutup kemungkinan masih ada kesalahan, karena itu
masukan dan saran masih kami perlukan demikesempurnaan buku ini. Semoga
penerbitan buku ini bisa memenuhi kebutuhan informasi dan pengetahuan
masyarakat tentang proses terbentuknya bangsa Indonesia.

Jakarta, Desember 2013
Kepala Museum Kebangkitan Nasional

R. Tjahjopurnomo
NIP.195912271988031001



KATA PENGANTAR

Proses untuk menjadi bangsa Indonesia yang utuh dan berdaulat
bukanlah hal yang mudah, karena itu sudah menjadi keharusan bagi segenap
komponen bangsa untuk mempertahankannya. Perkembangan nasionalisme
Indonesia tidak bisa dipisahkan dari keberadaan Sekolah Dokter Bumi Putera
atau School tot Opleiding van Inlandsche Artsen (STOVIA).

Pelajar STOVIA yang berasal dari berbagai daerah tinggal bersama
dalam asrama untuk waktu yang cukup lama, sehingga sekat-sekat kedaerahan
diantara mereka mulai terkikis digantikan oleh kesadaran akan persamaan
nasib, wilayah, budaya dan sejarah. Asrama STOVIA menjadi tempat lahir dan
berkembangnya kesadaran untuk hidup bersama, karena itu gedung STOVIA
menempati peran penting dalam lintasan sejarah bangsa Indonesia.

Peran penting gedung STOVIA terus berlanjut sampai dengan
saat ini. Sejak tahun 1974 gedung tersebut difungsikan sebagai tempat
untuk mewariskan dan menanamkan nilai-nilai perjuangan bangsa, karena
didalamnya terdapat Museum Kebangkitan Nasional yang menyajikan
informasi tentang sejarah pergerakan bangsa Indonesia.

Museum Kebangkitan Nasional secara rutin mengadakan seminar
sejarah dengan melibatkan sejarawan, dosen, mahasiswa, guru sejarah,
komunitas, keluarga pahlawan dan pelajar. Museum menjadikan seminar
menjadi salah satu cara dalam menyampaikan informasi kepada pengunjung.
Kumpulan makalah seminar tersebut kami terbitkan dalam bentuk buku
dengan judul INDONESIA: RUMAH BERSAMA, sehingga bisa dibaca oleh
anggota masyarakat lainnya.

Kumpulan makalah dalam buku ini memiliki tema yang berbeda,
sehingga dikelompokan menjadi dua. Enam makalah pada bagian pertama
buku ini dibingkai dengan tema Konstruksi Nasionalisme Indonesia,
diawali oleh tulisan Leirissa dengan judul Nasionalisme. Menurutnya, kita
harus memisahkan terlebih dahulu pengertian nasionalisme dan nation
state sehingga akan ada pemahaman secara utuh terhadap nasionalisme.
Nasionalisme Indonesia harus mencakup seluruh penduduk nusantara dan



tertanam kuat pada bagian terbesar warga negara yang membentuk suatu
komunitas.

Menurut Nunus Supardi dalam tulisan yang berjudul Relevansi
Kesadaran Berbangsa dan Kesadaran Berbudaya Bangsa konsensus untuk
hidup bersama dalam ikatan bangsa Indonesia dimulai sejak berdirinya
Budi Utomo dan terus berkembang pada masa-masa berikutnya. Lahirnya
kesadaran untuk mejadi satu bangsa ini, mencerminkan betapa dalamnya
keikhlasan masing-masing suku bangsa untuk merubah statusnya menjadi
bangsa.

Pemikiran yang serupa | Ketut Ardana yang menulis makalah
Pluralisme dan Faktor Global Dalam Gerakan Nasionalisme Indonesia.
Menurutnya pemikiran kebangsaan pada awalnya lahir di STOVIA, kemudian
berkembang menjadi kesepakatan untuk mendirikan organisasi Budi Utomo.
Lahirnya Budi Utomo merupakan tahap awal kebangsaan, yang menjadi
semakin jelas bentuknya setelah muncul tuntutan Indonesia Merdeka dari
Indische Partij.

Indische Partij merupakan organisasi politik pertama yang didirikan
oleh Ernest Douwes Dekker yang mewakili kelompok Indo. Sumbangan penting
Indische Partij bagi bangsa adalah memperkenalkan konsep kebangsaan multi
etnis yang bersifat terbuka dan pluralistis. Inilah kesimpulan dari makalah
Pradipto Niwandhono yang berjudul Kaum Indo dan Nasionalisme: Hibriditas
Kolonial Dalam Pembentukan Identitas Indonesia.

Menurut Yudi Latif dalam tulisannya Pasang Surut Kebangsaan:
Masa Depan Pluralisme Indonesia, Kongres Pemuda |l tahun 1928
mempertegas bentuk nasionalisme Indonesia. Organisasi pergerakan yang
semula berlatar belakang etnis maupun keagaamaan mengintegrasikan diri ke
dalam keindonesiaan. Komitmen kebangsaan lahir melalui proses yang sangat
panjang, karena itu harus tetap dipertahankan dengan konsepsi nasionalisme
positif dan progresif dalam bentuk Pancasila.

Menurut Bambang Wibawarta dalam makalah Perubahan Dunia
dan Nasionalisme Indonesia, globalisasi melunturkan tanggung jawab sosial
untuk menghidupi seluruh anggota komunitas yang akhirnya mengkikis



nasionalisme. Ancaman globalisasi ini bisa diatasi dengan menjadikan
semangat kebangsaan sebagai landasan dalam mengeluarkan kebijakan
pemerintah, sebagaimana yang sudah dilakukan oleh pemerintah Jepang.
Ikatan kebangsaan di Indonesia bisa diperkuat dan dipertahankan dengan
mengambil landasan ketuhanan, multikulturalisme dan keadilan.

Menjadi Indonesia dijadikan sebagai tema bagian kedua buku ini.
Menurut Haryono dalam makalah Pendidikan Pada Masa Kolonial: Segregasi,
Liberasi dan Emansipasi, pendidikan kolonial yang diskriminatif dan segregatif
menghasilkan intelektual kritis dengan komitmen kebangsaan yang sangat
tinggi. Mereka inilah yang nantinya menjadi tokoh-tokoh pergerakan yang
memimpin usaha mengusir penjajahan dari tanah air.

Restu Gunawan dalam makalah Kaum Elit dan Pergerakan nasional
menyebut Intelektual kritis dengan istilah priyayi baru atau elit modern. Priyayi
baru didefinisikan sebagai pegawai pemerintah yang memperoleh jabatan
karena faktor pendidikan bukan keturunan. Kelompok priyayi baru bersifat
lebih terbuka, sehingga mereka menjadi sumber utama berkembangnya
nasionalisme.

Menurut Anhar Gonggong dalam makalah Humanisme, Marxisme
dan Nasionalisme: Konflik Ideologi Organisasi Pergerakan Dalam Mencapai
Indonesia Merdeka Intelektual kritis ini menjadi pelopor perjuangan dengan
otak rasional. Organisasi-organisasi perjuangan dengan ideologi agama,
nasionalis atau komunis mereka dirikan. Penerapan ideologi yang beragam
ini melahirkan konflik yang berkesinambungan sejak masa pergerakan sampai
dengan masa setelah kemerdekaan.

Suhartono W. Pranoto dalam makalah Budi Utomo: Vleksibilitas
Strategi Perjuangan Dari Moderat Sampai Non Kooperasi, menegaskan
peran Budi Utomo sebagai organisasi pelopor masa pergerakan nasional
yang mengispirasi lahirnya organisasi pergerakan pada masa berikutnya. Sifat
vleksibilitas, visioner dan prediktif Budi Utomo, menjadikan organisasi iin
mampu bertahan dalam berbagai zaman.

Menurut Taufik Abdullah dalam makalah Hari Kebangkitan
Nasional lahirnya Budi Utomo dinilai sebagai revolusi tanpa letupan keras,



karena itu pada tanggal 20 Mei 1948 pemerintah menetapkan lahirnya
Budi Utomo sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Pada masa Orde Baru
pemerintah menjadikan tanggal 20 Mei 1908 sebagai tonggak pertama
proses pertumbuhan bangsa, kemudian diikuti tanggal 28 Oktober 1928 dan
puncaknya tanggal 17 Agustus 1945.

Peringatan Hari Kebangkitan Nasional hendaknya menjadi saat
yang tepat untuk mengadakan instropeksi tentang kondisi bangsa. Menurut
Susanto Zuhdi dalam makalah Memaknai Peringatan Kebangkitan Nasional
Dalam Kerangka Keindonesiaan, tokoh-tokoh Budi Utomo sudah mengajarkan
tentang pentingnya kepemimpinan dan pendidikan sebagai modal dalam
membangun bangsa dan negara. Bangsa yang memiliki pemimpin yang
visioner dan masyarakat yang terdidik akan memiliki komitmen kebangsaan
yang teguh.

Konstruksi nasionalisme Indonesia yang dibangun dari berbagai
unsur dan memerlukan waktu yang panjang berhasil melahirkan Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Proses tersebut memerlukan pengorbanan
yang tidak ternilai dari seluruh komponen bangsa, sekarang menjadi tugas
kita untuk mempertahankan kebersamaan ini.

Penyunting
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HUMANISME, MARXISME, DAN NASIONALISME :
KONFLIK IDEOLOGI

ORGANISASI PERGERAKAN DALAM MENCAPAI
INDONESIA MERDEKA**

Anhar Gonggong***

1s Pendahuluan : Warga Negeri Jajahan Terdidik — Tercerahkan;
Ideologi, Media Massa, dan Dialog Tampil Membangun
Kesadaran Baru.

Matahari di awal abad ke- 20 memberi sinar cahayanya ke
bumi negeri jajahan Nederlandsch-indie (Hindia Belanda). Dengan
memancarnya sinar matahari awal abad ke -20 itu, terjadi pelbagai
perubahan yang membuka ruang menuju bangunan kesadaran baru
warga negeri jajahan. Perubahan kebijakan dari pemerintah kolonial
yang akan dijalankan di negeri jajahannya, Hindia Belanda. Salah satu
kebijakan yang sangat penting ialah dilihat dari tumbuh kembangnya
kesadaran baru di tengah masyarakat negeri jajahan. Kesadaran
baru yang dimaksud itu menyangkut pada beberapa hal, pertama,
kesadaran untuk menciptakan atau merumuskan diri sebagai bangsa
baru: untuk itu diperlukan, kedua, diciptakan persatuan; ketiga,
merumuskan visi, tujuan masa depan yang akan diwujudkan, yaitu
(menuju) kemerdekaan.

** Disampaikan di depan Seminar Nasional yang diadakan oleh Museum
Kebangkitn Nasional, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, pada 8 Juni 2011.

*** Tenaga Profesional di Lemhannas, 1985-sekarang. Sejarawan, Pengajar
Sejarah Ekonomi dan Bisnis Indonesia di Fakultas Ilmu Administrasi Unika Atma Jaya,
Jakarta, 1984-sekarang. Pengajar Agama dan Nasionalisme di pascasarjana Fakultas
lImu Pengetahuan Budaya (FIB) Universitas Indonesia, 1991-sekarang. Pengajar Sejarah
Pergerakan Nasional dan Sejarah Kontemporer Indonesia di Universitas Negeri Jakarta,
2003-sekarang. Mengajar di Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN), 2005-sekarang.
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Lahirnya kesadaran baru itu terjadi terutama sekali karena
(mulai) adanyawargaterdidiktercerahkanyangdilahirkan oleh lembaga-
lembaga pendidikan formal yang didirikan oleh pemerintah kolonial
Belanda untuk memenuhi kebutuhan administrasi pemerintahan dan
perusahaan-perusahaan yang mereka miliki. Berkaitan dengan itu,
Sartono Kartodirdjo mencatat bahwa:

“Sejajar dengan perkembangan perekonomian pada
satu pihak dan perluasan bidang pemerintahan
beserta administrasi dan pelayanannya di pihak
lain, timbullah kebutuhan akan tenaga, baik dalam
bidang administrasi maupun dalam pelbagai bidang
teknik dan kejuruan. Sekedar untuk memenuhi
kebutuhan itulah, pemerintah kolonial secara
lambat laun mendirikan sekolah-sekolah, mula-
mula terbatas sampai tingkat rendah saja dan baru
dalam dasawarsa kedua abad ke-20 dibuka sekolah
tingkat menegah dan sejak dua puluhan tingkat
tinggi.”*

Dalam proses selanjutnya, dibuka pula sekolah tinggi
dalam bidang teknik, hukum, dan sastra. Demikian pula dalam
perkembangannya kemudian, terdapat sejumlah pemuda negeri
jajahan Hindia Belanda yang berhasil melanjutkan pendidikannya
ke negeri induk bangsa terjajah ini, yaitu kerajaan Belanda (negeri
Belanda). Tampilnya para warga negeri jajahan terdidik yang tidak
hanya sekedar terdidik, melainkan juga tercerahkan ini, karena ilmu
pengetahuan yang diperolehnya dalam kelas-kelas sekolah mereka,
buku-buku acuan, sehingga mereka memiliki peralatan metodologis-

1Sartono Kartodirdjo, 1990, Pengantar Sejarah Indonesia baru : Sejarah
Pergerakan Nasional : dari Kolonialisme sampai Nasionalisme, (jilid 2), Gramedia,
Jakarta, hal.74.
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teoretis untuk memahami situasi yang dihadapinya. Demikianlah,
warga anak negeri jajahan yang telah memiliki peralatan untuk
mengubah nasib buruk bangsanya yang terjajah ini, tampil ke arena
dan mengambil peranan strategisnya, dengan segala resikonya.

Tampilnya, anak negeri jajahan yang terdidik-tercerahkan
itu, dengan berbekal metodologi-teori ilmu yang diperolehnya dari
sekolah yang didirikan oleh pemerintah kolonial, tentu tidak pernah
dibayangkannya. Karena lembaga pendidikan yang dibentuknya itu
tidak lebih dari tujuan untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka
sistem administrasi pemerintahan jajahannya. Bukan untuk mengubah
tatanan pemerintahan dan masyarakat kolonialis sebagaimana yang
selama ini dijalan-bangunkan oleh kerajaan penjajah itu. Dalam hal ini,
Gubernur Jenderal Colijn menyatakan :

“ Merupakan tragedi politik kolonial, karena ia
membentuk dan membangun kekuatan-kekuatan
yang di kemudian hari akan melawan pemerintah
kolonial.””

Berkaitan dengan itu, dengan mengutip pandangan R. Kennedy,
Sartono Kartodirdjo menyatakan,....... "pendidikan dapat dipandang
sebagai sebuah dinamit bagi sistem kolonial.”?

Sebagaimana diketahui, ketika warga jajahan terdidik
tercerahkan itu tampil ke arena “perlawanan” yang terbuka dalam
negeri jajahan Hindia Belanda, pertama-tama yang mereka lakukan
ialah menciptakan senjata-senjata alat perlawanan mereka. Inilah
yang membedakan dengan perlawanan-perlawanan sebagaimana
yang dilakukan pada abad 17, 18 dan 19. Para pendahulu mereka
pada abad-abad lampau tersebut melakukan perlawanannya dengan

2 lbid, hal. 60.
? Ibid.
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menggunakan senjata fisik. Karena itu, saya sebut jenis perlawanan ini
dengan strategi otot-fisik dengan pelbagai jenis senjata yang mereka
miliki, seperti tombak, klewang, pedang, keris, bedil, meriam, dan
lain-lain. Sebaliknya, para pemimpin perlawanan yang dimulai pada
awal abad ke-20 itu yang disebut (periode) pergerakan nasional
para pemimpin terdidik tercerahkan itu menggunakan senjata yang
sepenuhnya bertumpu pada kemampuan-kecerdasan otak. Itu
sebabnya saya menggunakan istilah untuk menyebut perlawanan
dalam periode pergerakan nasional itu dengan strategi otak rasional.
Senjata perlawanan yang digunakan ialah organisasi, ideologi, media
massa dan dialog.

Setelah Boedi Oetomo yang dibentuk oleh warga muda
terdidik-tercerahkan, yang berusia 18-23 tahun itu, maka terbentuklah
berturut-turut organisasi lainnya seperti Sarekat Islam, (SI), Indische
Partij, Partai Komunis Indonesia (PKI), PNI, Pakempalam Katolik
Indonesia, Partai Indonesia, PNI-Pendidikan: ada juga Muhammadiyah,
Nahdiatul Ulama, dan lain-lain. Semua organisasi itu mempunyai
landasan untuk mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan.
Landasan organisasi yang dimaksud itu ialah ideologi. Yang dimaksud
dengan ideologi dalam rangka mencapai tujuan-sebagaimana yang
ditulis oleh lan Adams-adalah pembimbing bagi tindakan politik..

“Ideologi memberi kita ideal untuk
diyakini, tujuan untuk diusahakan, dan alasan
untuk diperjuangkan. Dengan demikian, ideologi
memberi arti identitas dan tujuan individu tertentu
pada mereka yang mempercayainya. Orang dapat
melihat dirinya sendiri sebagai seorang liberal
yang memperjuangkan hak-hak azasi manusia,
seorang nasionalis yang memperjuangkan hak
kebebasan negerinya, seorang sosialis revolusioner
yang berjuang untuk meruntuhkan sistem kapitalis,
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atau seorang wanita yang menentang kekuasaan
patriarki....

Ideologi dapat mengatakan kepada kita
kebijakan yang harus kita kejar, menentukan siapa
kawan dan siapa lawan, dan mengapa kepercayaan
yang bertentangan dengan kepercayaan kita adalah
berbahaya. Ketika ideologi dianut oleh sekelompok
orang, ia dapat menginspirasi tindakan bersama
dan memuaskan aspirasi bersama untuk mencipta
atau mempertahankan dunia yang paling mungkin
di mana segala sesuatunya, setidak-tidaknya yang
paling bernilai, dapat dipenuhi.”

Tujuan, keyakinan, kesadaran yang terkandung dalam ideologi
bukanlah alat untuk organisasiitu saja, melainkan harus disebarluaskan,
disosialisasikan kepada masyarakat luas. Dalam rangka itu, diperlukan
alat lain, yaitu media massa. Karena itu, selama periode pergerakan
nasional, organisasi politik dan massa menerbitkan macam-macam
jenis media massa, terutama surat kabar harian, majalah dengan
namanya masing-masing. Salah seorang penulis yang sadar akan
peranan penting media massa menerbitkan macam-macam jenis
media massa, terutama surat kabar harian, majalah dengan namanya
masing-masing. Salah seorang penulis yang sadar akan peranan
penting media massa ialah Tirto Adi Soeryo.” Tidak kurang penting dan

“lan Adams, 2004, Political Ideology Today, (terjemahan oleh Ali Noerzaman:
”ldeologi Politik Mutakhir Konsep, Ragam, Kritik, dan Masa Depannya”, Qalam,
Yogyakarta, hal. 9.

> Untuk keterangan yang luas tentang peranan media masa dalam pergerakan
nasional, lihat Ahmad Adam, 2003,The VermacularPress and the Emergence of Modern
Indonesia Conseciousnees (1855-1913), (diterjemahkan oleh Amarzan Loebis, Mien
Joebhaar : “Sejarah Awal Pers dan Kebangkitan Kesadaran ke Indonesiaan”, Pustaka
Pelajar, Yogyakarta,passim. Lihat juga Taufik Rahzen, et.al, 2007, Tanah Air Bahasa
Seratus Jejak pers Indonesia, Biora Institute, | Boekoe, Jakarta, passim.
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strategisnya ialah terjadinya dialog antara warga terdidik-tercerahkan
yang asal tempat kelahirannya berbeda-beda, dalam arti wilayah
tempat kelahiran, dan asal etnik, kesukubangsaannya. Sebagaimana
diketahui, warga anak negeri jajahan yang menjalani pendidikan di
pelbagai kota- Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya,
Padang, dan lain-lain-adalah warga yang mempunyai latar belakang
yang berbeda-beda, dan bertemu di kota, di sekolah tempat mereka
menempuh pendidikan: atau berkenalan di asrama tempat mereka
tinggal, atau di tempat-tempat lainnya. Tentu yang terpenting tempat
terjadinya dialog itu ialah yang mereka bentuk, tempat mereka menjadi
pengurus atau anggota organisasi.

2. Warga Terdidik—Tercerahkan : Membangun Kesadaran Baru
untuk Membangsa

Kenyataan diri kita adalah bersifat majemuk dengan segala
latar belakang historis-etnik, atau mungkin yang dapat disebut dengan
pluralism lokal. Tentu hal itu merupakan faktor yang mengandung sifat
rumitnya sendiri. Dalam membangun diri sebagai bangsa yang satu-
bersatu, harus menjadi hal yang tidak dapat diabaikan. Organisasi yang
dibentuk pertama, Boedi Utomo adalah sepenuhnya beresiat etnis,
lokal dan diprakarsai oleh wrga terdidik tercerah, dr. Wahidin dan dr.
Soetomo, dengan latar pendidikan Sekolah Dokter Jawa (STOVIA).
Tampilnya Boedi Oetomo yang “Jawaistis” itu dapat dipahami sebagai
sebuah kenyataan historis. Dalam kaitan itu, yang seharusnya dilihat
dengan tampilnya Boedi Oetomo itu bukanlah pada latar belakang etnis
Jawa yang membentuk, melainkan ide dasarnya untuk memajukan
warga masyarakat negeri jajahan yang penduduk terbanyaknya
adalah etnis Jawa dan Sunda. Jadi, pada diri Boedi Oetono ada makna
dan tujuan yang bersifat untuk kemajuan dan emansipatoris bagi
masyarakat anak negeri jajahan, Hindia Belanda.
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Setelah Boedi Oetomo dibentuk oleh mahasiswa STOVIA,
kemudian dibentuk pula organisasi Indische Patij dan Sarekat Islam (Sl),
Indische Partij dibentuk oleh Tiga Serangkai Douwes Dekker (kemudian
mengganti namanya dengan Setiabudi), Cipto Mangunkusumo, dan
Raden Mas Suwardi Suryaningrat (lebih dikenal dengan Ki Hajar
Dewantara). Organisasi (politik) yang bersifat “multirasional” ini
merumuskan ideologinya dengan nasionalisme Hindia dan sikap politik
mereka kepada pemerintah kolonial ialah non-kooperasi. Karena
sikapnya yang demikian itu, akhirnya ketiga tokoh pimpinan partai ini
ditangkap dan dijatuhi hukuman pembuangan ke luar wilayah Hindia
Belanda. Suwardi Suryaningrat”dibuang” ke negeri Belanda. Di negeri
induk jajahan itu Suwardi Suryaningrat “berkumpul” dengan pelajar
mahasiswa Hindia Belanda. Dalam waktu-waktu tertentu, ia berdialog
dengan para pemuda mahasiswa Hindia Belanda itu; dan dengan dialog
itu, Suwardi Suryadiningrat dapat memberikan “masukan-masukan®
bagi mereka agar tumbuh bibit-bibit kesadaran baru untuk mengubah
nasib mereka sebagai anak negeri jajahan. Setelah beberapa tahun
“terbuang” di negeri Belanda, akhirnya kembali ke Hindia Belanda
. Suwardi Suryadiningrat tidak menerjunkan diri ke dalam bidang
gerakan politik, melainkan dalam bidang pendidikan. Bersama dengan
Soetatmo Suryokusumo, ia mendirikan lembaga pendidikan nasional
dengan nama Taman Siswa; dan sebagai pemimpin Taman Siswa itu,
ia lebih dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara. Perguruan taman
Siswa memang berkembang hampir ke seluruh Hindia Belanda dan
menjadi lembaga pendidikan yang menyemaikan kesadaran baru bagi
anak-anak didiknya.

Selanjutnya pada 1911, terbentuklah Sarekat Islam (SI) yang
diprakarsai oleh seorang tokoh pedagang batik di Solo, Haji Samanhudi.
Organisasi politik ini awalnya berkembang pesat di bawah kepimpinan
Oemar Said Cokroaminoto, seorang “pedagang” yang menetap di
Surabaya. Karena sikapnya yang lebih radikal, disamping ideologinya
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ajaran Islam, maka organisasi ini dalam waktu singkat berhasil menarik
perhatian warga Hindia Belanda untuk menjadi anggotanya. Mereka
yang menjadi anggota sekaligus juga mendirikan cabang S| di daerah
mereka masing-masing. Citra agama demikian Robert van Niel-yang
menyebabkan organisasi ini tumbuh dengan pesat. Cabang Sl terdapat
di semua kota-kota besar di wilayah Hindia Belanda. Di Batavia,
dimana semua organisasi meletakkan dasarnya, Sarekat Islam segera
menyatakan anggotanya lebih dari dua belas ribu orang.®

Sarekat Islam ketika itu terbuka untuk semua warga negeri
jajahan, termasuk mereka yang sudah mempunyai organisasi di
tempat kerja mereka, seperti Semaun yang ketika itu sudah mempunyai
organisasi buruh kereta api. Tokoh buruh kereta api ini kelak berjumpa
dengan Sneevliet yang datang ke Hindia Belanda melalui Surabaya.
Dengan itu, iapun tampil sebagai tokoh yang berideologi Marxis-Leninis
komunis; sebelumnya ia juga adalah tokoh dan pimpinan Sarekat Islam
Semarang, yang dalam perkembangannya kemudian membentuk
kelompok komunis dalam tubuh Sarekat Islam. Itulah cikal bakal Partai
Marxis-Leninis dengan nama Partai Komunis Indonesia (PKI).

Dalam perjalananya kemudian, PKI yang memang sebagaimana
biasanya partai Marxis-Leninis berifat radikal atau revolusioner dan
menentang kekuasaan pemerintah kolonial dalam bentuk sikap non-
kooperasi. Para pemimpinnya mengorganisasikan gerakan-gerakan
dalam bentuk , antara lain, pemogokan buruh. Tidak itu saja, bahkan
para pemimpin nya telah merancang suatu pemberontakan terbuka
kepada kekuasaan kolonial. Rencana pemberontakan ini telah mereka
bicarakandiPrambanan pada 1924. Namunternyata, diantara pimpinan
PKI tidak ada kesepakatan yang bulat. Untuk melaksanakan rencana

®Robert van Neil, 2009, The Emergence of the Modern Indonesia Elite
(penerjemah: Ny. Zahara Deliar Noer, “munculnya Elit Modern Indonesia”), Pustaka
Jaya, Jakarta, hal.142.
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Prambanan itu, maka PKI mengirim salah seorang pimpinannya, Alimin,
untuk menemui pimpinan gerakan komunis internasional, Joseph Stalin
untuk meminta pertimbangan . Stalin sebenarnya tidak setuju dengan
rencana itu, tetapi rencana pemberontakan itu sudah diketahui pihak
kolonial yang menyebabkan dilakukanlah pemberontakan PKI pada
akhir 1926 di Banten dan sekitarnya pada awal 1927 di Silungkang
Sumatera Barat.”

Demikianlah, keadaan setelah pemberontakan PKI 1926/1927
itu menyebabkan pelbagai tindakan keras dilakukan terhadap orang-
orang PK dan juga terdapat beberapa orang dari Sarekat Islam yaitu
mendapat hukuman pembuangan ke sebuah tempat konsentrasi
penahanan dengan lokasiyang menyebabkan paratahanansepenuhnya
terisolasi. Dengan terjadinya penumpasan terhadap PKI dan
kemudian pelarangan gerakannya oleh pemerintah kolonial, terjadilah
“kekosongan” dalam gerakan kemerdekaan pada waktu itu. Apalagi,
tekanan-tekanan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial, tidak saja
kepada PKI, melainkan juga kepada Sarekat Islam dan organisasi lain
yang “dicurigai” bersikap anti kekuasaan kolonialis. Dalam situasi itu,
tampillah Ir. Soekarno ke permukaan dan dengan dukungan rekan-
rekan intelektualis tamatan universitas di negeri Belanda seperti Mr.
Ali Sastroamijoyo, dan juga Muhammad Hatta yang ketika itu masih
di negeri Belanda Ir. Soekarno membentuk sebuah organisasi yang
kemudian dikenal dengan nama Partai Nasional Indonesia (PNI).

Perlu dicatat bahwa sebelum membentuk PNI, mahasiswa
Soekarno telah mengorganisasikan sebuah kelompok studi yang
diberinya nama studieclub Bandung. Untuk menunjukkan sikap dan
anutan ideologis dirinya, ia menulis sebuah artikel dengan judul:
Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Dalam artikelnya yang

Tentang pemberontakan di Silungkang, Mestika Zeed telah menulis
skripsinya di UGM dan telah diterbitkan beberapa tahun yang lalu.
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cukup panjang itu yang dimuat pada Suluh Indonesia Muda terlihat
betapa pemuda Soekarno (waktu itu berusia 25 tahun) terobsesi
oleh ideologi persatuan di antara ketiga ideologi perjuangan yang
sedang berkembang itu, Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme.
Alinea-alinea terakhir dari artikel (pertamanya?) itu menunjukkan ide
persatuan secara jelas. la menulis :

“Tulisan kita hampir habis.

Dengan jalan yang jauh kurang sempurna, kita
mencoba membuktikan bahwa paham nasionalisme,
Islamisme. dan Marxisme itu dalam negeri jajahan
pada beberapa bagian menutupi satu sama lain.
Dengan jalan yang jauh kurang sempurna kita
menunjukkan teladan pemimpin-pemimpin di lain
negeri. Tetapi kita yakin, bahwa kita dengan terang-
benderang menunjukkankemauankitamenjadisatu.
Kita yakin bahwa pemimpin-pemimpin Indonesia
semuanya insyaf bahwa persatuaniah membawa
kita ke arah ke-Besaran dan ke-Merdekaan. Dan
kita yakin pula, bahwa walaupun pikiran kita itu
tidak mencocoki semua kemauan dari masing-
masing pihak, ia menunjukkan bahwa persatuan
itu bias tercapai. Sekarang tinggal menetapkan
sahaja organisasinya, bagaimana Persatuan itu
bisa berdiri: tinggal mencari organisatornya sahaja,
yang menjadi Mahatma Persatuan itu. Apakah Ibu—
Indonesia, yang mempunyai Putera-putera sebagai
Oemar Said Tjokroaminoto, Cipto Mangunkusumo,
dan Semaun—apakah Ibu-Indonesia itu tidak
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mempunyai pula Putera yang bisa menjadi Kampiun
Persatuan itu?”®

Perhatikan kalimat, kata-kata bagian akhir dari artikel,”....
tinggal mencari organisatornya sahaja, tinggal menetapkan sahaja
organisasinya.” Juga ada kata-kata,”... Putera yang bisa menjadi Kampiun
Persatuan...”Dengan membentuk PNI, hal-hal yang dimaksud dari
kata-kata tersebut telah ditemukan; dan itu adalah Soekarno sendiri!

Dengan PNI, (Ir.) Soekarno tampil sebagai organisatoris
sekaligus sebagai kampiun persatuan. Azas dan strategi perlawanannya
dengan organisasi politik PNI sebagai alatnya, ialah non-kooperasi.
Artinya, PNI yang dipimpin oleh Soekarno menentukan sikapnya untuk
tidak bekerjasama dengan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Karena
itu pula, semua gerak-geriknya dicurigai oleh pemerintah kolonial.
Hal yang sama juga berlaku kepada seluruh pengurus PNI. Setelah
berlangsung selama + 2 tahun, 1927-1929, Soekarno dan pengurus
PNI dikejar oleh intelijen pemerintah kolonial Belanda. Akhirnya ia
bersama beberapa pemimpin PNI ditangkap dan kemudian diadili
di Landraad Bandung. Di depan pengadilan kolonial itu, Soekarno
memberikan pidato pembelaannya yang menunjukkan keluasan
pengetahuannya. Pidato pembelaannya itu diterbitkan dengan judul
Indonesia Menggugat.

Tidak hanya di Hindia Belanda para pemimpin pergerakan
dicurigai dan dikejar-kejar oleh pemerintah kolonial. Warga Hindia
Belanda yang sedang melanjutkan pendidikan di negeri Belanda,
Muhammad Hatta dan kawan-kawan juga mendapat perlakan buruk
dari pemerintah kerajaan Belanda, termasuk dengan menangkap
mereka. Tentang perlakuan “diskriminatif” terhadap mahasiswa
Muhammad Hatta dan kawan-kawan, mendapat perhatian serius dari

8Soekarno, 1964, Dibawah Bendera Revolusi, jilid pertama, cetakan
ketiga,Panitya Penerbit Dibawah Bendera Revolusi, Jakarta, hal. 22
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pemimpin-pemimpin pergerakan di Hindia Belanda. Tidak kurang dari
seorang Soekarno yang memberikan perhatian serius. Itu terbukti
dengan diturunkan tulisannya yang berjudul “Pemandangan dan
Pengadjaran” yang dimuat dalam Suluh Indonesia Muda. Soekarno
menulis alinea pertama tulisannya dengan kata-kata:

“Mohammad Hatta, Abdul Madjid Djoyo Adiningrat,
Mr. Ali Sastriamijoyo, dan Muhammad Nasir
Datuk Pamungcah—nama orang muda, pemimpin
“Perhimpunan Indonesia” di negeri Belanda, yang
di dalam pengabdiannya terhadap Ibu-Indonesia,
di dalam usahanya memimpin suatu perhimpunan
yang mengejar kemerdekaan tanah-air dan bangsa,
didalam perdjuangannya menganjuri segolongan
pemuda-pemuda yang dengan ketetapan hati dan
kegagahan sikap. Digeladah rumahnya berkali-
kali, ditahan di dalam penjara berbulan-bulan,
dituntut di muka hakim di dalam bulan puasa, bulan
perdamaian. Didakwa melanggar artikel 131 hukum
siksa negeri Belanda, menghasut berontak pada
kekuasaan Belanda dengan memuatkan tulisan-
tulisan di dalam majalah “Indonesia Merdeka”
nomor Maret—April 1927—maka tiada satu
tanda kelembekan yang tampak di dalam mereka
punya kata dan mereka punya jawab, tiada satu
kelembekan yang terdengar atau terbaca di dalam
mereka punya pembelaan diri dimuka hakim.®

Demikianlah cara pemerintah kolonial menghadapi pemimpin-
pemimpin gerakan kemerdekaan yang bersifat radikal seperti yang
dipimpin oleh Soekarno di Hindia Belanda dan yang dipimpin oleh

‘Dibawah Bendera Revolusi, hal.63
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Muhammad Hatta di negeri induk jajahan, negeri Belanda. Hatta dan
kawan-kawan diadili di negeri Belanda, tetapi berhasil bebas dari
tuduhan jaksa kolonial. Sebaiknya dengan Soekarno bersama dengan
kawan-kawannya, mereka dijatuhi hukuman oleh pengadilan kolonial di
Bandung. Ketika Soekarno dipenjara, pimpinan PNI yan tidak ditangkap
antara lain Mr. Sartono beranggapan bahwa dengan dipenjarakannya
Soekarno sebagai pimpinan PNI, maka nama PNI sebagai organisasi
partai politik tidak dapat dipertahankan. Karena itu, Mr. Sartono dan
kawan-kawan mendirikan partai baru, Partai Indonesia (Partindo).
Tindakan Mr. Sartono dan kawan - kawannya mendirikan Partindo
menyebabkan Muhammad Hatta “marah” dan “keluar” dari PNI, dan
mendorongnya untuk membentuk PNI Pendidikan bersama dengan
Sutan Syahrir.

Dalam langkah untuk membangun kesadaran baru melalui
organisasi, media masa, dan dialog, terdapat juga pemimpin yang
mengambil strategi yang bersifat kooperasi, yaitu “dalam arti
tertentu” bersedia bekerjasama dengan pemerintah kolonial. Mereka
ini biasanya adalah para priyayi, ambtenaar, atau pegawai negeri.
Dari lingkungan pimpinan organisasi itu terdapat nama-nama yang
mempunyai pengaruh besar. Dr. Soetomo, Muhammad Husni Thamrin,
I.J. Kasimo, dan lain-lain. Di antara mereka ada yang menjadi anggota
Volksraad dalam periode tertentu, yaitu I.J. Kasimo dan Muhammad
Husni Thamrin.

Demikianlah gambaran singkat tentang organisasi gerakan
dalam periode pergerakan nasional pada waktu itu. Selanjutnya, pada
lembar-lembar berikut, kita akan melihat konflik ideologis selama
periode itu yang justru terjadi di tengah-tengah usaha menjadi bangsa
yang satu, menjadi merdeka, dan menegakkan sebuah negara republik.
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3. Konflik Ideologis di Antara Organisasi-Organisasi Pergerakan

Ketika Sarekat Islam sedang berkembang dengan pesatnya,
datanglah seorang anggota Commintern, komunis internasional,
ke Indonesia melalui Surabaya. Sneevliet namanya. Tentu saja
kedatangannya tidak terlepas dari tujuan politik untuk menyebarkan
ideologi politik yang diyakini kebenarannya itu, Marxisme-Leninisme,
atau singkatnya: komunisme. Ketika Sneevliet akan menyebarkan
ideologi anutannya itu, timbul masalah, yaitu melalui apa atau
melalui organisasi yang mana. Tentu saja salah satu kemungkinan
penyebarannya melalui ISDV, karena Sneevliet membentuk dan
menjadi bagian dari organisasi itu.

Dengan menggunakan ISDV sebagai alat, usaha Sneevliet tidak
berjalan efektif, karena di samping jumlah anggotanya yang “sedikit”,
terutama juga dikarenakan sebagian besar anggota organisasi politik
Marxis ini adalah orang Belanda yang berada di Hindia Belanda. Melalui
organisasi yang terdahulu dan bersifat “Jawais”, Boedi Oetomo, juga
tidak akan efektif karena di samping ideologi gerakan ini lebih bersifat
etnis, keanggotaannya juga terbatas, dan berjumlah kecil, bukan
merupakan organisasi massa. Karena itu, satu-satunya organisasi yang
lebih terbuka dan yang akan efektif ialah melalui Sarekat Islam. Tentu
saja untuk segera masuk ke dalam lingkungan kepengurusan Sarekat
Islam, juga bukan hal mudah sebagaimana diharapkan. Namun, jalan
itu lebih terbuka.

Ada tokoh buruh kereta api dari Semarang, Semaun. Dari
periode awal berkembangnya organisasi di Hindia Belanda, 1908-1921,
disiplin organisasi/partai belum dijalankan; maka seseorang pribadi
dapat saja menjadi anggota lebih dari satu organisasi atau partai. Hal
itulah yang memungkinkan seseorang dapat menjadi angota di satu
partai walaupun ia sudah terlebih dahulu menjadi anggota dari partai
dapat menjadi anggota Sarekat Islam. Dengan masuknya tokoh-tokoh
Marxis-komunis itu ke dalam lingkungan Sarekat Islam, maka bermula
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dan berkembanglah konflik ideologi dalam tubuh organisasi politik yang
justru berideologi Islam, yaitu Sarekat Islam. Ideologi saling berebut
pengaruh dalam tubuh Sarekat Islam. Para tokoh Marxis-komunis
yang menjadi anggota Sarekat Islam membentuk kekuataannya dari
dalam, atau dalam istilah McVey, the block within. Tentu saja konflik
ideologi tidak dapat dihindarkan di antara dua keyakinan idelogi
yang ada dalam tubuh Sarekat Islam. Dalam kongres nasional ketiga
Sarekat Islam di Surabaya, 29 September — 6 Oktober 1918, memang
terjadi pertentangan di antara Abdul Muis dengan Darsono, diadakan
suatu pertemuan tertutup. “Darsono dan Semaun tiba-tiba membuka
kartunya, mereka mengancam hendak menarik mundur cabang
Semarang dari Sarekat Islam.®Namun, konflik itu dapat “diatasi”
selama Cokroaminoto menjadi pimpinan Sarekat Islam dan berada di
tengah-tengah organisasinya. Sebagai tokoh utama organisasinya, ia
sangat mempertahankan dan memelihara persatuan dan keutuhan
organisasinya itu. “Konflik ideologi dan konsekuensi dari cara-cara
yang tidak bertanggungjawab kurang berarti untuknya dibandingkan
dengan keutuhan organisasinya. Untuk maksud itulah, kelompok
Semarang sebutan bagi Semaun dan kawan-kawan penganut ideologi
Marxis-komunis Semaun dimasukkan ke dalam panitia pengarahan
sentral dan Darsono diangkat menjadi propagandis* resmi Sarekat
Islam.

Walau demikian, dua kekuatan ideologi dalam tubuh Sarekat
Islam terus menunjukkan sikap yang berbeda dalam melihat persoalan
yang terjadi. “Muis sendiri, seakan tidak menganggap pernyataan
tersebut sebagai sesuatu yang memang menyakitkan karena hari
berikutnya ia dengan keras menentang usul Semaun untuk tidak mau
bekerja sama dengan Volksraad, yang ketika itu sedang berada pada

“Robert van Niel, op.cit., hal. 205

" |bid.
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tahap terakhir pembentukannya untuk menjamin masuknya wakil-
wakil Islam di dalam dewan ini.”*? dari kekuatan Sarekat Islam “murni”
memang ada desakan agar kekuatan komunis harus disingkirkan,
tetapi kehendak itu tidaklah mudah dilakukan, karena bagaimanapun
Cokroaminoto menentang perpecahan di dalam organisasi.”*
karena itulah terjadi istilah van Niel genjatan senjata di antara yang
bermusuhan itu. Dalam situasi genjatan senjata itulah seakan-akan
kekuatan ideologis Islam bersedia “berdamai” dengan kekuatan
komunisme.

Hal itu tampak pada kongres kelima di Yogyakarta, 2-6 Maret
1921.

“Disinilah suatu persetujuan pra kongres disepakati,

yang menggabungkan konsep-konsep dan komunis
di dalam wadah yang baru berkembang. Agus
Salim dan Semaun menjadi pengurus rencana
baru ini. Salim telah menjelaskan bahwa Islam
bersifat demokratis dan sosialis, seperti selalu
dilakukannya sebelumnya. Semaun bersedia
menerima prinsip Islam di dalam wadah tersebut
untuk mempertahankan keutuhan organisasi dalam
menjalankan pekerjaan.”*

Kemungkinan berkembangnya kelompok Marxis-komunis
pimpinan Semaun-Darsono dan Tan Malaka adalah karena kemampuan
mereka menggunakan pelbagai hal yang berkaitan dengan ajaran
Islam yang “diterjemahkan” sebagai sejajar dengan ajaran Marxis-
komunisme. Langkah pensejajaran itu dilakukan dengan menggunakan
orang yang memang mempunyai kualifikasi sebagai tokoh Islam,

2 |bid., hal. 199
“bid., hal. 279
4 Ibid.
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seperti Haji Misbach dari Solo dan Haji Datuk Batuah dari Sumatera
Barat; demikian pula Haji Adnan dari Tegal, bahkan juga berhasil
menyelusup masuk ke sebuah pesantren di Ponogoro.*® Tokoh-tokoh
komunis beragama Islam ini berusaha menyebarkan idenya dengan
“memanfaatkan” ajaran Islam maupun kekuatan fisik yang dimilikinya.
Dalam rangka mencapai tujuannya itu, tokoh-tokoh komunis beragama
Islam itu menerbitkan media massa berupa surat kabar. Haji Misbach
menerbitkan Islam Bergerak. Hal yang sama dilakukan oleh Haji
Datuk Batuah dan kaum Marxis-komunis di Sumatera Barat. Mereka
menerbitkan Djago! Djago Dan Pemandangan Islam.®

Walau demikian, kekuatan “Islam murni” dalam Sarekat
Islam tampak makin tidak mau mentolerir keberadaan kelompok
Marxis-komunis di dalam tubuh organisasinya. Itu terlihat dalam
kongres nasional keenam Sarekat Islam di Yogyakarta pada 1921.
Ketika itu, Cokroaminoto ditahan karena dianggap berkaitan dengan
peristiwa “huru-hara” Garut. Karena itu, yang memegang pimpinan
kongres nasional adalah Agus Salim dan Abdul Muis. Kedua pimpinan
teras Sarekat Islam ini memang selalu berhadapan dengan kekuatan
Marxis-komunis di dalam tubuh Sarekat Islam. Demikian pula, unsur
Islam di dalam Sarekat Islam demikian keras bagi komunis untuk
dikalahkan. Tindakan tidak beragama begitu berat menimpa golongan
komunis. Dalam kongres itu, Agus Salim memberi keterangan yang
mempertentangkan doktrin sosial Marxis dengan ajaran sosial dalam
Islam. Akibat keterangannya itu, kongres dengan suara terbanyak
berhasil memenangkan suara untuk menegakkan disiplin partai.

SRuth T. McVey, The Rise of Indonesian Communism, 1965, Cornell
University, Ithaca, New York, hal.174%|bid., hal. 279

®Anhar Gonggong, 1979, Pemanfaatan Islam oleh kaum Komunis. Beberapa
Kasus Pada Awal Munculnya Gerakan Komunis di Indonesia (1914-1927), di dalam
Persepsi, Tahun 1, nomor 1, hal 64.
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Golongan komunis pun mengundurkan diri dari Sarekat Islam.?” Tentu
saja keputusan kongres nasional Yogyakarta 1921 yang menjalankan
disiplin partai segera menuai ketidaksetujuan dari tokoh-tokoh
komunis beragama Islam. Salah seorang yang menentang keras
keputusan penetapan disiplin partai Sarekat Islam itu ialah Haji
Misbach di Madiun. Haji Misbach menyatakan: “Tiada mufakat dan
tiada ridla sekali akan adanya partij discipline yang diadakan dalam
badan CSI atas pimpinannya S. Cokroaminoto. Dalam pandangannya
yang tentu saja dapat dipandang sebagai wakil dari rekan-rekan
segolongannya disiplin partai itu semata-mata hanya memecah belah
persatuan kita.”'® Karena itu, maka tokoh revolusioner yang pada
akhirnya dibuang ke Digul ini menyatakan “bersanggup akan melawan
ini maksudnya disiplin partai Sarekat Islam dimana juga, terutama pula
nanti dimana ada CSI Congress.”*®

Demikianlah konflik ideologi yang terjadi di antara Sarekat
Islam dengan orang-orang berpaham Marxis-komunis yang berawal
dari masuknya mereka ke dalam tubuh organisasi berideologi Islam
itu. Setelah kekuatan golongan Marxis-komunis membentuk organisasi
politiknya sendiri, PKI, maka sesuai dengan doktrin revolusionernya,
organisasi politik yang “berinduk” di Moskow ini —sebagai bagian
dari Commintern—terus melakukan kegiatan revolusioner, termasuk
mempersiapkan pemberontakan yang dilakukan pada 1926/1927 di
Banten dan Silungkang sebagaimana yang telah disebut pada lembar-
lembar terdahulu. Sebagaimana yang telah disinggung di atas, setelah

pemberontakan PKI terjadi, maka Soekarno tampil dengan membentuk
PNI.

Robert van Niel, op.cit., hal.280-281

8Lihat, “Serba-serbi Verslag Pendek dari Openbare oopenlucht Vergaderming
S| Pekalongan pada 23-24 Desember 1922”, dalam islam Bergerak, 1 Januari 1922

¥lbid.
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Selanjutnya, setelah Soekarno dipenjarakan dan kemudian
dilepaskan, maka gerakan vyang dilakukannya melalui Partindo
setelah gagal mempertemukan Partindo yang menganut ideologi
marhaenisme dengan PNI-Pendidikan yang menganut ideologi sosial
demokrat, daulat rakyat. Akan halnya dengan kekuatan PKI, setelah
pemberontakannya itu, partai itu dengan keseluruhan pimpinannya
yang tidak tertangkap, melarikan diri ke luar negeri, seperti Semaun
yang melarikan diri ke Moskow. Mereka yang masih menetap di Hindia
Belanda bergerak di bawah tanah.

Sejak tampilnya Soekarno sebagai pemimpin pergerakan PNI,
ia berusaha menciptakan kekuatan “kerja sama” di antara partai-partai
politik dan organisasi-organisasi massa. Itu diwujudkan pada Desember
1927 dengan membentuk PPKI yang di dalamnya termasuk Sarekat
Islam, Boedi Oetomo, Kaum Betawi dan tentu PNI sebagai pemprakarsa.
Sebagai pemimpin gerakan yang memang mengutamakan “persatuan”,
yang diusahakannya justru menghindari terjadinya konflik, seperti yang
telah disinggung pada lembar terdahulu yang berkaitan dengan artikel
pertamanya pada 1926, yang menganjurkan bersatunya tiga kekuatan
Ideologi, Nasionalis, Islamis, dan Marxis untuk melawan kekuatan
penjajahan kolonialis.

Dalam kaitan dengan posisi dan kegiatan Soekarno, perlu
dicatat bahwa sebagai pemimpin dan ideolog yang telah melakukan
kegiatan intelektual dengan menciptakan sebuah ideologi baru yang
disebutnya dengan definisi singkat : “Marxisme yang diterapkan di
Indonesia,” definisi selalu diulang-ulang oleh pemimpin utama PNI,
Ali Sastroamijoyo, dan pemimpin Partindo, Asmara Hadi dan oleh
Soekarno sendiri.
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4. Penutup : dari Konflik ke Landasan Persatuan : Pancasila

Setelah kemerdekaan yang diproklamasikan pada 17 Agustus
1945, pada 18 Agustus 1945 disahkanlah Pembukaan UUD negara
yang di dalamnya tercantum lima butir sila yang disepakati, bersifat
konvensi, disebut dengan Pancasila. Dengan demikian, negara
Republik Indonesia yang dibentuk melalui sidang PPKI pada 18
Agustus 1945 ditegakkan berdasar pada Pancasila. Namun, di tengah-
tengah kegiatan mempertahankan (proklamasi) kemerdekaan, justru
melahirkan konflik di antara kekuatan ideologi politik pada waktu itu,
dan bahkan berkembang menjadi konflik bersenjata. Dalam rangka itu,
terlebih dahulu perlu dicatat bahwa setelah proklamasi kemerdekaan,
maka hidup kembalilah partai-partai politik yang sejak periode kolonial
Belanda dilarang, yaitu PKI dan semua organisasi politik yang dilarang
sejak berkuasanya pemerintah fasisme Jepang di Indonesia, dengan itu
aktif kembali, PNI, PKI, Murba, Partai Sosial (Indonesia) dan lain-lain.

Konflik terus terjadi karena perbedaan sikap dan cara
menghadapi kekuatan pasukan Belandayang berusaha mengembalikan
kekuasaannya di ‘bekas” jajahannya, tetapi telah menyatakan
kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Ketika Sutan Syahrir berhasil
menduduki jabatan Perdana Menteri (PM) yang akan menempuh jalan
diplomasi, perundingan dengan pemerintahan Belanda, terjadilah
konflik di antara kekuatan-kekuatan yang menentangnya. Salah
seorang yang bersikap menentang, beroposisi terhadap kebijaksanaan
pemerintah Sutan Syahrir itu ialah Tan Malaka dari partai Murba yang
berideologi komunis Troskis dan dipecat dari PKI kerena menentang
PM Sutan Syahrir berhasil membangun kekuatan dengan Persatuan
Perjuangan yang mendapat dukungan dan kekuatan politik seperti
masyumi, PNI, bahkan ada yang menyatakan juga dari TNI pada waktu
itu. Akibat pertentangan itu, maka PM syahrir pernah mengalami
penculikan.
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Selanjutnya terjadi konflik di antara kekuatan-kekuatan
ideologis yang makin berkembang yang berkaitan dengan situasi
mondial, yaitu pengaruh Perang Dingin, yaitu perang ideologi mondial,
yaitu kekuatan ideologi demokrasi liberal kapitalisme yang dipimpin
Amerika dan Eropa Barat vs ideologi Marxis komunis yang dipimpin
Uni Sovyet dan Eropa Timur. Dalam kaitan itu paling tidak mempunyai
dampak tertentu PKI mengambil prakarsa untuk membentuk
pemerintahan sendiri di madiun, September 1948. Peristiwa
pemberontakan PKI melahirkan konflik tidak hanya dengan kekuatan
TNI, melainkan juga dengan kekuatan ideologi lainnya, yaitu dengan
kekuatan politik Partai Sosialis Indonesia dan partai Murba. Keduanya
juga sebenarnya berideologi Marxistis. Jadi dalam pemberontakan
PKI, 1948 yang berkonflik, saling bermusuhan, adalah justru terutama
kekuatan Marxistis, PKlI vs PSI dan Murba. Namun, ditengah-
tengah situasi konflik untuk mempertahankan kemerdekaan, dalam
situasi kristis, seorang tokoh utama dari partai Murba, dr.Muwardi,
menyatakan tentang tujuan pemberontakan PKI di Madiun itu, yaitu
“untuk menghilangkan PKI”.

Demikianlah keterangan yang jauh dari cukup tentang
situasi konflik dari tiga kekuatan yang pernah terjadi pada masa
berkembangnya organisasi pergerakan, sekarang tiba saatnya untuk
kita semua berdialog untuk mendapatkan kebenaran sejarah yang
lebih pasti sebagaimana yang tentu dikehendaki seminar nasional
yang diadakan oleh Museum Kebangkitan Nasional, Kementerian
kebudayaan dan pariwisata pada hari ini.
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PERUBAHAN DUNIA DAN NASIONALISME INDONESIA
BELAJAR DARI SEJARAH JEPANG!
DR. Bambang Wibawarta?

Pendahuluan

Nasionalisme tidak bisa terlepas dari ideologi (James G.
Kellas, 1998). Sebagai suatu ideologi, nasionalisme membangun
kesadaran rakyat sebagai suatu bangsa serta memberi seperangkat
sikap dan tindakan. Tingkah laku seorang nasionalis bermuara untuk
kepentingan nasional. Nasionalisme merupakan ideologi pemersatu
bangsa, suatu ikatan yang mempersatukan sekelompok manusia
berdasarkan kesamaan identitas tertentu. Kita semua sebagai
bangsa Indonesia adalah satu kesatuan yang terdiri dari beragam
unsur. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terbentuk dari
berbagai unsur mulai dari keberagaman suku, dalam keanekaragaman
etnis, bahasa, dan agama yang berpadu membentuk satu kesatuan.
Namun seringkali perpecahan terjadi akibat ada anggota yang ingin
menonjolkan kesukuan atau agama mereka dan menolak untuk hidup
harmonis dalam satu kesatuan. Itulah yang terjadi di beberapa wilayah
Indonesia.

Sudah 62 tahun berlalu sejak proklamasi kemerdekaan
Indonesia, namun rasa kebanggaan dan kebangsaan Indonesia
tampaknya semakin terpuruk. Dari hasil polling di kompas.com, dari
153.205 responden (status polling pada 20 Januari 2007 pukul 22:51
WIB) hanya 24% yang merasa bangga sebagai bangsa Indonesia
sedangkan 76% lainnya merasa tidak bangga sebagai bangsa Indonesia.

!Makalah diskusi dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional
2007, Museum kebangkitan Nasional, 28 Juni 2007.

2Direktur Pusat Studi Jepang-Ul, Mengajar di Fak. Imu Pengetahuan Budaya
dan Program Pascasarjana kajian Wilayah jepang-Ul

Indonesia Rumah Bersama 23




Hal ini seiring dengan hasil jajak pendapat Kompas untuk menyambut
Hari Sumpah Pemuda 2002. Sebagian besar repsonden (71%) menilai
bahwa rasa kebangsaan, persatuan, dan komitmen masyarakat
untuk mempertahankan keutuhan NKRI semakin melemah. Hasil
jajak pendapat Kompas dapat menjadi sinyal yang memperlihatkan
melemahnya ikatan kebangsaan dalam masyarakat Indonesia.

Dalam beberapa seminar tentang nasionalisme, banyak
pertanyaan kritis mengenai nasionalisme di Indonesia, seperti
apakah masih diperlukan nasionalisme di Indonesia, bahkan ada
yang menyatakan bahwa nasionalisme Indonesia telah mengalami
kegaBerbagai pendapat dan pertanyaan tersebut mencerminkan
betapa kecewanya mereka terhadap Indonesia, dan bahkan sebagian
dari mereka tidak hanya merasa tidak bangga terhadap negeri ini,
namun juga menunjukkan sikap antipatinya.

Berbagai perubahan domestik dan global menimbulkan
berbagai dampak, yang kadang dianggap sebagai ancaman.
Perubahan global yang ditandai oleh semakin meningkatnya wacana
dan proses globalisasi, dalam bidang politik berujung pada masalah
demokratisasi dan HAM, dalam bidang ekonomi memunculkan
liberalisasi perdagangan, kemajuan teknologi komunikasi dan
transportasi memacu perubahan besar, dan dalam bidang sosial
budaya memunculkan wacana dan usaha pemberdayaan masyarakat
sipil, serta masuknya nilai-nilai dan budaya asing. Berbagai macam
hal tersebut berdampak pada terjadinya perubahan masyarakat dan
sistem politik serta ekonomi domestik.

Sementara itu, jika kita perhatikan negara Jepang, negara ini
relatif lebih dapat menjaga semangat kebangsaan atau nasionalisme
warganya. Dalam makalah ini akan disinggung mengenai hal ini, agar
kita dapat lebih baik dalam mengatur strategis mempertebal semangat
kebangsaan Indonesia.
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Lokal-Global

Nasionalisme pada dasarnya adalah prinsip politik. Setelah
berakhirnya perang dingin, konstelasi politik internasional cenderung
makin rumit dan kabur. Dari situasi ini muncul berbagai permasalahan.
Di antaranya adalah akibat makin meluasnya kapitalisme-global.
Globalisasi pada dasarnya hanya lebih menguntungkan pihak yang
memang sudah beruntung, rezim otoriter tambah otoriter. Globalisme
memang cenderung menjadi legitimasi otoriterisme, dan hal ini
akhirnya mengakibatkan perubahan drastis komunikasi politik antar
bangsa, kemudian diikuti perubahan tata ekonomi. Aspek sosiokultural
juga mendapatkan imbas dari hal tersebut. Gejolak nasionalisme-etnis
yang terjadi belakangan ini disebabkan oleh faktor ekonomi, yang
terkadang diabaikan, jika dibanding faktor lain, seperti sosiokultural
atau keagamaan misalnya.

Jika dicermati, masalah etnis, sama halnya dengan masalah
nasionalisme terbentuk dari berbagai faktor, yaitu politik, ekonomi,
dan perkembangan yang saling terkait dengan faktor sosiokultural, dan
akhirnya menyebabkan terjadinya perubahan struktur masyarakat.
Sehingga, masalah etnis seharusnya disikapi berdasarkan faktor-faktor
tersebut, bukan hanya dari satu aspek saja, faktor perbedaan agama
misalnya.

Pergerakan ekonomi global dapat menyingkirkan rasa
nasionalisme, sehingga nasionalisme terlihat menjadi tidak relevan
lagi. Di masa lalu modal terkait erat dengan rakyat, karena memiliki
tanggung jawab sosial untuk menghidupi seluruh anggota komunitas,
atau pun bangsa. Namun dewasa ini, privatisasi mampu menjauhkan
modal dari dimensi sosial atau komunitasnya. Demi keuntungan yang
sebesar-besarnya modal dengan cepat dapat dipindahkan ke mana
pun juga. Banyaknya perusahaan yang melarikan modalnnya ke negara
lain pada saat krisis ekonomi sekitar sepuluh tahun lalu dan tahun-
tahun sesudahnya memberi gambaran jelas mngenai hal tersebut.
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Globalisasi sebagai proses yang menghilangkan batas-
batas kewilayahan telah mengubah semuanya. Kebudayaan tidak
lagi terkungkung dalam teritori tertentu. Kini tidak sedikit anak-
anak muda yang lebih paham anime, manga, dan budaya pop impor
lainnya daripada kebudayaan sendiri. Kebudayaan telah melepaskan
diri dari keterikatannya pada nation-state. Kenyataan semacam ini
memunculkan pertanyaan kebudayaan yang manakah yang dapat
menjadi media untuk memupuk dan mempertebal nasionalisme atau
ikatan kebangsaan.

Namun demikian, bersamaan dengan proses memudarnya
batas kewilayahan dan mengglobalnya kebudayaan terjadi gerak
sebaliknya berupa pencarian identitas lokal yang semakin intensif.
Hal ini terjadi di Jepang pasca Restorasi Meiji. Setelah Restorasi yang
membawa perubahan dahsyat terjadi beberapa tahun, banyak yang
mulai kritis dan merasa khawatir terhadap hal tersebut. Sehingga

gerakan kembali ke segala sesuatu yang berkaitan dengan tradisi mulai
muncul.

Globalisasi bidang politik mendatangkan persoalan serupa
atas nasionalisme. Globalisasi telah mereduksi pentingnya lingkup
politik dari natio-state yang merupakan basis bagi pembangunan
sosial-politik. Dari perspektif ekonomi, budaya, dan politik global
tampak bahwa nasionalisme menghadapi tantangan yang sangat besar
di tengah pusaran globalisasi saat ini.

Jika ditempatkan dalam ketegangan lokal-global, nasionalisme
merupakan pencarian identitas lokal (nasional) di tengah pusaran
globalisasi. Nasionalisme sebagai identitas bukanlah sesuatu yang
bersifat pasif, yang bentuk dan wujudnya sudah jadi dan final.
Nasionalisme merupakan sesuatu yang terus aktif bergerak, artinya dia
adalah suatu proyek yang mesti terus-menerus dikerjakan, dibangun,
serta diberi makna baru pada setiap kesempatan. Di tengah pusaran
globalisasi, nasionalisme Indonesia bukan lagi memanggul senjata
atau bambu runcing dengan semangat “merdeka atau mati”.
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Dalam beberapa kurun waktu belakangan ini kita dapat
melihat kebersamaan serta persatuan dan kesatuan bangsa menjadi
kian rapuh, integrasi sosial terancam, pengkotakan makin meningkat,
kesetaraan dan keadilan masih lebih banyak berada di tingkat gagasan
dari pada di tingkat implementasinya dalam kehidupan masyarakat.
Karena itu, prinsip menjaga kesatuan dan persatuan dalam kehidupan
bangsa Indonesia yang multikultural, serta prinsip mencapai keadilan
dan kesetaraan yang dapat memperkuat kesatuan dan persatuan
dewasa ini dirasakan memerlukan suatu revitalisasi untuk menjaga
keutuhan NKRI.

Telah dinyatakan di atas bahwa banyak orang menganggap
nasionalisme tidak relevan lagi di era globalisasi, ketika mulai muncul
diantara kita sekelompok elit akademis maupun elit politik yang
berbicara dengan nada miring mengenai nasionalisme, bahkan ada
yang terang-terangan mengatakan bahwa nasionalisme sudah kuno.

Kita mengetahui bahwa Indonesia merupakan bangsa yang
pluralistik dan multikultural. Ciri pluralistik, dengan keanekaragaman
suku-suku bangsa dan sub suku bangsa dengan adat istidatnya masing-
masing bahasa dan dialek suku-suku bangsa, tradisi, keragaman agama
dan kepercayaan tradisional, folklor, ekologi.

Sebenarnya Bhinneka Tunggal lka telah menjadi prinsip yang
merupakan kesepakatan bersama bangsa kita dalam menjalankan
kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa yang harus kita lakukan
adalah berusaha meningkatkan pemahaman multikulturalisme
Indonesia. Perlu dilakukan penumbuhan rasa saling memiliki aset-
aset nasional yang berasal dari nilai-nilai adiluhung bangsa Indonesia,
khususnya dari berbagai suku bangsa. Sedangkan upaya membentuk
interdependensi sosial-ekonomi yang memperkokoh persatuan
nasional, menghindarkan eksklusivisme dalam multikulturlisme
Indonesia secara sistematik dan terencana, tidak hanya menjadi
tanggung jawab para cendekiawan dan kita semua.
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Belajar dari Sejarah Jepang

Istilah modernisasi Jepang biasanya mengacu pada Restorasi
Meiji yang terjadi pada 1868. Restorasi Meiji merupakan peristiwa
yang menandai runtuhnya sistem feodal pemerintahan Tokugawa
dan menempatkan kembali Tenno (Kaisar) sebagai penguasa tertinggi
pemerintahan. Jepang vyang sebelumnya, yakni pada periode
Tokugawa (zaman Edo, 1603-1868) menerapkan politik pintu tertutup
(sakoku) selama lebih dari 250 tahun, pada tahun 1868 membuka
negeri (kaikoku)-nya bagi bangsa barat. Selama menerapkan sakoku,
Jepang behubungan dengan barat hanya dalam bentuk perdagangan
komoditi tertentu, seperti kain sutra untuk kalangan bangsawan, dan
persenjataan. Dengan Restorasi Meiji Jepang terbuka lebar bagi bangsa
barat. Pengaruh Barat, baik dalam bidang kebudayaan, teknologi,
pendidikan, politik, pemerintahan, dan sebagainya masuk secara besar-
besaran ke Jepang. Jepang bagaikan baru bangun dari tidur panjang,
dan baru menyadari ketertinggalannya dari bangsa Barat. Modernisasi,
atau perubahan yang mereka lakukan pun berusaha meniru Barat,
sehingga Restorasi Meiji sering disebut pula sebagai westernisasi.

Gelombang dahsyat pengaruh barat ini melanda hampir
seluruh sendi kehidupan masyarkat, sehingga menyebabkan adanya
perubahan besar dalam masyarakat Jepang. Tentu saja gelombang
perubahan yang datang dengan tiba-tiba ini menimbulkan kontradiksi,
ada yang menerimanya dengan begitu saja, ada yang menyikapi
dengan hati-hati, dan ada pula yang menolak. Bahkan sebelum
dilakukannya Restorasi Meiji muncul suatu gerakan Sonno Joi, yang
diartikan “menjunjung tinggi kaisar dan mengusir orang asing” yang
mereka sebut sebagai orang bar-bar.

Dari segi politik, Restorasi Meiji merupakan gerakan yang
mengahkiridominasiyang sangat lama dari kelas samurai (bush) Shogun
Tokugawa. Dengan Restorasi Meiji hak-hak istimewa kaum bangsawan
dan militer dihapuskan, termasuk kesempatan dalam pekerjaan, dan
pendidikan. Dalam usaha menyejajarkan diri dengan bangsa Eropa
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yang mereka anggap jauh lebih maju, Jepang menerapkan politik datsu
A nyu O (keluar dari Asia dan masuk ke Eropa), dan mengumandangkan
slogan Wakon Yosai (kepribadian Jepang, teknologi Barat).

Pemerintah selanjutnya mengambil berbagai langkah
pembenahan, baik untuk urusan dalam negeri maupun dalam
menjalin hubungan dengan pihak asing. Untuk urusan dalam negeri,
pemerintah misalnya memperkenalkan sistem pajak modern. Untuk
melakukan diplomasi dengan pihak luar negri dan untuk mempelajari
berbagai macam hal yang nantinya diharapkan dapat diterapkan di
Jepang dikirim beberapa orang utusan ke luar negri, salah satunya
adalah utusan ke Amerika dan Eropa yang dipimpin oleh Iwakura
Tomomi?® pada tahun 1871.

Bertambahnya pengetahuan ilmiah merupakan faktor penting
dalam proses modernisasi. Berbagai aspek kehidupan mendapat
perhatian kaumintelektual, dan mereka dapat memberikan sumbangan
yang efektif. Tampaknya Jepang pada saat itu sangat menyadari hal
ini, yang terbukti dengan pengiriman para pelajar berprestasi untuk
menimba ilmu di luar negeri, dan sekembalinya ke Jepang diharapkan
mampu menerapkannya bagi kepentingan negara. Jepang ketika itu
beranggapan bahwa Amerika dan Eropa dapat menguasai Asia karena
keunggulan mereka khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan
dan tehnologi. Maka Jepang berusaha mengejar kekurangan dan
ketinggalan mereka agar terhindar dari kolonialisme.

Meski pada akhir zaman Tokugawa sudah berkembang industri
rumahan, namun belum melibatkan tenaga kerja dalam jumlah banyak,
dan belum menggunakan mesin-mesin seperti di negara Eropa. Selain

3lwakura Tomomi (1825-1883). Berasal dari kalangan rendahan. la
menentang perjanjin antara Amerika-Jepang sebelum Restorasi Meiji. la mendukung
dilaksanakannya Restorasi meiji, dan mendudukiberbagaijabatan dalam pemerintahan,
termasuk salah satu misi yang diembannya ke Amerika adalah untuk melobi Amerika
agar mau melakukan revisi perjanjian perdagangan antara Jepang-Amerika, walaupun
mengalami kegagalan.
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itu kondisi pada saat itu juga tidak mendukung, seperti tingginya
pajak tanah, dan sebagian besar rakyat merupakan petani miskin.
Baru pada awal Meiji banyak industri yang berkembang, terutama
yang ditangani oleh pemerintah. Misalnya industri peralatan perang,
pemintalan, dan perkapalan. Jepang banyak meng-impor mesin-mesin
dan teknologi yang lebih maju. Hal ini sangat menunjang pemerintah
dalam melakukan modernisasi, dan mewujudkan negara sesuai dengan
semboyan Fukoku Kyohei, yang berarti “negara kaya dan militer kuat”.
pemerintah Jepang berpikir hanya dengan cara tersebutlah mereka
dapat mengejar ketinggalan, dan dapat menghindari ekspansi negara-
negara Barat yang telah maju terlebih dahulu.

Untuk menghindari imperialisme secara ekonomi Jepang
merasa harus memiliki perekonomian kuat, dan untuk menghindari
imperialisme secara politis Jepang harus memiliki militer yang kuat pula.
Fukoku kyohei, inilah yang menjadi slogan modernisasi Meiji, tujuan
akhirnya adalah menegakkan politik yang kuat, dan membebaskan

Jepang dari perjanjian yang tidak seimbang akibat tekanan kekuatan
pihak Barat.

Jikadicermatilebihjauh, berbagaikebijakan pemerintah Jepang
ketika itu sangat erat dengan upaya memupuk semangat kebangsaan
atau nasionalisme bangsa. Selalu dihembuskan bahwa segala sesuatu
harus berujung untuk kepentingan nasional. Hal ini masih dapat kita
dapatkan hingga saat ini. Hal ini pulalah yang memacu kemajuan
Jepang sehingga diperhitungkan dalam kancah internasional.

Jepang memiliki posisi yang sangat penting dalam
perekonomian global dewasa ini. Tentu saja hal ini bukan merupakan
suatu hal yang terjadi begitu saja, tetapi melalui proses panjang.
Untuk dapat memahami dengan baik Jepang dewasa ini, kiranya perlu
dipahami pula nilai-nilai yang ada dalam masyarakat Jepang yang tidak
terkikis oleh derasnya arus modernisasi.

Bushido sering diartikan sebagai jalan samurai. Istilah bushi
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mengacu pada kaum samurai pada masa pemerintahan feodal di
Jepang, dan do memiliki berbagai arti, di antaranya “cara yang baik”.
Atau “jalan” Interprestasi lain dari Bushido adalah menciptakan
kedamaian dengan menggunakan kekuatan. Bushido yang mengandung
nilai-nilai keprajuritan berasal dari pemikiran Buddha, Konfusianisme,
dan ajaran Shinto. Untuk memahami bagaimana Bushido diterapkan
dalam kehidupan masyarakat Jepang modern harus dipahami pula
aspek historis dan sosial dari bushido tersebut. Dewasa ini pengertian
tersebut dapat diterjermahakan termasuk untuk meredam konflik.
Meski para samurai sudah tidak ada lagi, nilai-nilai Bushido yang
tertanam dalam diri mereka seperti kehormatan, kesetiaan, disiplin,
dedikasi total serta keberanian, dan lainnya masih tersisa dalam
masyarakat Jepang modern.

Dalam makalah ini akan diuraikan sebagian dari latar belakang
tersebut di atas. Dengan demikian kita dapat belajar dari apa yang
telah dilakukan Jepang. Jepang dapat mengejar ketinggalan mereka
dari bangsa Barat karena memiliki keinginan belajar, dan dapat
memanfaatkan suatu momentum untuk kepentingan mereka (negara).
Tidak hanya peristiwa-peristiwa seperti Restorasi Meiji (1868), tetapi
juga bencana seperti gempa bumi dahsyat Kanto (1923), pemboman
Hiroshima dan Nagasaki (1945) dapat dimanfaatkan sebagai suatu hal
positif dan dijadikan suatu pelajaran dan momentum untuk menjadi
lebih baik.

Bagaimana dengan Indonesia? Sepertinya kita masih banyak
menyia-nyiakan momentum untuk memperbaiki diri dan bangsa.
Momentum besar seperti kemerdekaan, peristiwa 65, bencana
alam, reformasi dan sebagainya tidak dijadikan momentum untuk
bangkit memperbaiki bangsa secara sistematis, konsisten, dan
berkesinambungan.

Dalam proses belajar dan meniru Barat bangsa Jepang tidak
lupa dengan identitas dan nilai-nilai yang telah lama melekat dalam
diri mereka. Kita dapat melihat Jepang modern yang secara sadar
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masih memelihara nilai-nilai tradisional tersebut dengan baik. Hal ini
sangat penting artinya untuk menciptakan keseimbangan dan dijadikan
tempat berpegang dalam perubahan-perubahan yang terus bergulir.
Salah satu nilai yang sering dianggap masih melekat dalam diri bangsa
Jepang adalah nilai-nilai bushindo.

Pada zaman Edo (1603-1867) terdapat sistem stratifikasi
sosial yang membagi masyarakat Jepang dalam empat tingkatan,
yang disebut dengan shinokosho. Shi merupakan singkatan dari bushi
(kaum samurai atau prajurit), no dari nomin (petani), ko dari kosakunin
(pengrajin), dan Sho dari shonin (pedagang). Sistem penggolongan
tersebut mengatur dengan ketat status dan peran dari maing-masing
golongan. Seseorang yang telah dilahirkan dalam golongan tertentu
tidak bisa naik ke kelas lain dengan begitu saja. Secara status kaum
samurai (bushi) menduduki posisi paling tinggi karena memegang
tampuk kekuasaan. Sebagai kelas penguasa, jalan hidup serta tingkah
laku bushi menjadi cerminan yang mewakili kehidupan masyarakat
feodal yang berpusat pada pola shuju kankei, atau hubungan atasan —
bawahan (majikan-bawahan). Dalam polainiterkandung ajaran tingkah
laku yang diantaranya adalah penghormatan terhadap atasan, berani
berkorban, balas budi, dan kesungguhan. Semua ini juga tercermin
pada tingkah laku bushi di medan perang yang berusaha mengejar
nama baik dan harga diri dan berani berkorban demi tugas.

Untuk menjaga agar kaum samurai tetap setia kepada
penguasa, mereka diwajibkan untuk mempelajari ajaran konfusius
yang dianggap dapat membangkitkan kepatuhan dan pengabdian.
Pada awalnya konfusius yang dianggap dapat membangkitkan
kepatuhan dan pengabdian. Pada awalnya konfusianisme yang masuk
ke Jepang pada sekitar abad ke enam hanya dipelajari oleh sebagian
kecil masyarakat saja, khususnya kaum bangsawan dan pendeta Budha.
Namun demikian, pada zaman Edo pengaruh ajaran konfusianisme
semakin meluas, dan dipelajari kalangan masyarakat umum. Sehingga
selanjutnya lahir dan berkembanglah pola ideal seorang samurai
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yang kemudian dikenal dengan nama bushindo (jalan bushi/samurai).
Hal tersebut merupakan penyatuan prinsip-prinsip kesetiaan dan
keberanian samurai berdasarkan sikap moral ajaran konfusius yang
menjadi pedoman moral bagi samurai, yang bercampur dengan ajaran
Budha aliran Zen, dan Shinto yang sebelumnya sudah ada di Jepang.
Zen mengajarkan adanya “harmoni”, sedangkan Shinto antara lain
menekankan kesetiaan kepada negara, dan kaisar atau penguasa.
Selain itu mereka juga menekankan pada kehormatan dan harga diri.

Bangsa Indonesia pun sebagaimana kita ketahui banyak
memiliki kearifan lokal dan slogan-slogan yang sangat baik, yang dapat
lebih merekatkan dan mempertebal semangat kebangsaan. Namun
sepertinya belum dimanfaatkan secara maksimal, dan berhenti menjadi
slogan semata. Hal tersebut belum dimasukkan kedalam program yang
lebih sistematis dan dilaksanakan secara berkelanjutan.

Sakuma Shozan yang berpendapat bahwa untuk mengejar
ketinggalannya dari Barat, Jepang tidak bisa hanya berkiblat pada Barat
saja. Hal ini memunculkan konsep manusia ideal, yakni wakon yosai,
yang berarti berjiwa Jepang dan menguasai ilmu pengetahuan barat.
Jadi untuk menjadi modern tidak harus meninggalkan etika ketimuran,
yang dalam hal ini adalah etika konfusius uang selama ini dianut
mereka. Jika dilihat secara menyeluruh hal ini tidak pula terlepas dari
semangat nasionalisme yang menjadi perekat dalam mencapai tujuan
bersama.

Pada awal Meiji, loyalitas terhadap shogun digantikan oleh
loyalitas kepada negara dan kaisar. Masalah loyalitas yang merupakan
bagian dari nilai-nilai bushindo ini dapat di jumpai dalam karya-karya
sastra pasca Restorasi Meiji. Misalnya dalam Sakai Jiken karya Mori
Ogai, dengan jelas dapat dilihat pengorbanan diri demi negara dengan
melakukan seppuku atau harakiri (bunuh diri dengan memotong perut).
Karya-karya seperti ini cukup banyak menghiasi ranah kesustraan
Jepang modern.
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Perlu mendapat perhatian dalam permasalahan di atas adalah
sikap pemerintah dan masyarakat terhadap para anggota pasukan
Jepang yang mati untuk negaranya. Mereka diperlakukan sebagai
pahlawan meski ditentang negara lain. Maka dari itu hingga saai ini
kunjungan ke Kuil Yasukuni, tempat banyak dimakamkannya tentara
Jepang korban perang tetap dilakukan oleh anggota parlemen dan
perdana menteri Jepang meski mendapat kecaman dari berbagai
negara, khususnya Korea dan China karena menganggap tempat
tersebut sebagai tempat pemakaman penjahat perang.

Restorasi Meiji menjadikan Jepang negara kuat, dan dalam
Perang Dunia Il posisi Jepang menjadi lebih kuat lagi. Selama periode
ini terdapat pilot-pilot pesawat tempur dalam sebuah sekuadron
yang dikenal dengan Kamikaze, yang berarti’Angin Dewa”. Para
pilot ini menjadi harapan satu - satunya ketika mereka menderita
kekalahan atau terdesak dalam peperangan. Kamikaze adalah para
pilot yang memperlihatkan loyalitas dengan bersedia mati demi tugas
sebagaimana para samurai yang menjadi inspirasi mereka. Dewasa ini
pun, semangat tersebut muncul dalam bentuk misalnya bahwa orang
Jepang rata-rata masih sangat menghargai atasan mereka, sejumlah
pebisnis melakukan mundur dari jabatan atau bahkan bunuh diri ketika
dipecat atau melakukan kesalahan fatal. Hal ini merupakan salah satu
bentuk dari nilai Bushido yang masih tersisa.

Pada zaman modern ini, di Jepang samurai diangkat kembali
dengan rasa hormat, dan dihargai seperti pahlawan. Sehingga dengan
mudah kita bisa mendapati karya sastra dan film yang berkisah tentang
sepak terjang kelas prajurit ini. Contoh dari yang paling terkenal adalah
film produksi tahun 1954 ‘ Tujuh Samurai’ (Sichinin no Samurai) arahan
sutradara besar Kurosawa Akira. Bahkan film animasi yang pernah
sangat populer ‘Sailor Moon ‘ dikatakan mempunyai unsur-unsur
pengaruh dari samurai. Ini hanya sedikit contoh dari budaya populer
Jepang yang memperkenalkan samurai atau etika bushido kepada
dunia, dan memelihara legenda Jepang agar tetap hidup. Masih
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banyak lagi contoh lain, yang dapat dijumpai misalnya pada komik,
video game, dan sebagainya.

Semangat Kebangsaan Indonesia

Kebangsaan atau nasionalisme adalah loyalitas dan kecintaan
kepada suatu bangsa; khususnya sebagai suatu rasa kesadaran
nasional untuk memuliakan suatu bangsa di atas yang lain. Karenanya,
nasionalisme sering dipandang sebagai ideologi pemelihara
bangsa (Eriksen, 1993). Ada beberapa unsur yang mempengaruhi
atau membentuk nasionalisme atau kebangsaan. Secara obyektif
nasionalisme terbentuk oleh unsur-unsur bahasa, ras, etnik, agama,
peradaban, wilayah, negara dan kewarganegaran (Anderson, 2001).
Dalam perkembangan berikutnya muncul unsur-unsur tambahan, yaitu
adanya hak dan kewajiban bagi setiap orang dalam masyarakatnya
dan adanya persamaan kepentingan ekonomi, yang kemudian disebut
nasionalisme modern (Eriksen, 1993).

Nasionalisme Indonesia pada awalnya muncul sebagai kaum
terjajah melahirkan semangat solidaritas sebagai satu komunitas
yang mesti bangkit dan hidup menjadi bangsa merdeka. Kini
nasionalisme menghadapi tantangan besar dari pusaran peradaban
baru bernama globalisasi. Nasionalisme bangsa Indonesia sedang diuji
fleksibilitasnya, dalam arti kemampuan untuk berubah sehingga tepat
dalam menjawab tantangan zaman. Fleksibilitas tidaklah mengurangi
jiwa nasionalisme, justru sebaliknya, fleksibilitas menunjukkan begitu
dalamnya nasionalisme mengakar sehingga dalam waktu bersamaan
dia tetap hidup dan terus-menerus bermetamorfosis.

Untuk konteks masyarakat global seperti sekarang ini dimana
pilihan kebangsaan menjadi semakin relatif artinya setidaknya ada
satu visi alternatif yang layak dipertimbangkan untuk kedepan, yaitu
multikultural nasionalisme. Penting bagi bangsa Indonesia untuk
memahami jiwa nasionalisme yang tinggi terhadap persatuan dan
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kesatuan bangsa di era globalisasi. Untuk itu, nasionalisme Indonesia
perlu diretualisasi dan direvitalisasi.

Nasionalisme generasi sebelum kemerdekaan lebih ditujukan
ke arah lawan asing dari luar, sedangkan bagi nasionalisme kini yang
hidup dalam pusaran globalisasi, batas-batas geopolitis semakin
kabur. Perjuangan kemanusiaan, keadilan, dan kesejahteraan dari
nasionalisme kini tidak hanya diarahkan ke pihak-pihak asing tetapi
juga ke dalam negeri sendiri, bahkan diri sendiri. Globalisasi merupakan
proses sejarah yang tak terelakkan. Kita tidak mungkin lari apalagi
menolak serta menghentikan proses globalisasi.

Wujud ikatan kebangsaan yang masih hidup di masyarakat
adalah ikatan keluarga dan kesukuan (etnisitas), loyalitas pada ideologi,
kesamaan sejarah (perasaan senasib dan sepenanggungan), dan
sikap keagamaan yang toleran. Sedangkan wujud ikatan kebangsaan
baru untuk masa depan, adalah ikatan kebangsaan yang dapat
mengatasi dimensi global dan lokal, menjadikan budaya sebagai dasar
pembangunan materi (ekonomi). lkatan kebangsaan ini berkarakter
religiusitas, multikultural, dan berkeadilan.

Ada beberapa hal penting yang dapat menjadi modal utama
dalam memperkokoh integrasi nasional, dan sekaligus mempertebal
identitas dan kebanggaan nasional, di antaranya adalah, Bahasa
Indonesia yang dapat menjadi pemersatu. Pemanfaatan dan
pengembangan berbagai keunggulan lokal pun dapat mempertebal
identitas dan kebanggaan nasional kita. Namun halini harus pula diiringi
dengan sosialisasi kesadaran akan multikulturalisme Indonesia melalui
berbagai cara seperti melalui pendidikan, media massa,kesenian
tradisional,wisata budaya, dan lain-lain.

Pengaruh globalisasi tak terkecuali juga masuk melalui
pariwisata, budaya populer (pop culture). Dalam pengembangan atau
pembangunan pariwisata di negara kita, prinsip-prinsip nasionalisme
harus tetap menjadi landasan. Tampaknya saat ini belum ada
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strategi yang jelas dalam menghadapi serbuan budaya populer dari
mancanegara. Kita memiliki unsur-unsur kebudayaan suku bangsa yang
perlu kita lestarikan sekaligus dikembangkan. Upacara-upacara perlu
dilestarikan, dihormati, namun sejalan dengan itu dapat dijadikan
kekayaan wisata budaya.

Jepang mampu mengemas dan memadukan wisata modern
dengan tradisi dengan baik. Pemerintah Jepang berupaya mendorong
kreativitas dalam menggali dan mendayagunakan kekuatan daerah, baik
yang berupa wisata ekologi, wisata budaya, dan wisata ziarah. Jepang
tampaknya secara sadar, sistematis, konsisten, dan berkelanjutan terus
berusaha memupuk semangat nasionalisme.

Penutup

Pergantian kekuasaan vyang dihasilkan oleh gelombang
reformasi menyisakan berbagai konflik dalam masyarakat, baik konflik
yang bersifat horizontal, seperti : di Sambas, Sampit, Poso, Maluku
maupun konflik yang bersifat vertikal, seperti: di Aceh dan Papua.
Kini diperlukan nasionalisme yang dapat mengatasi globalisasi dan
fanatisme kedaerahan.

Di Jepangpun sejak Restorasi Meiji, meskipun merupakan
bangsa yang relatif homogen bukan berarti tidak ada konflik dan
fanatisme kedaerahan. Bukan pula tidak ada yang anti terhadap
kaisar, dan pemerintah. Namun berbagai masalah yang muncul dapat
direndam sehingga tidak menjadi konflik berkepanjangan. Konsep
harmoni, saling menghargai, dan berbagai kearifan lain dipergunakan
dengan baik untuk memupuk nasionalisme secara konsisten.

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa dalam memelihara dan
mempertebal ikatan kebangsaan Indonesia harus memperhatikan
tiga hal, yakni yang berlandaskan Ketuhanan, Multikulturalisme,
dan Berkeadilan (distribusi dan alokasi yang adil dalam masyarakat).
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Nasionalisme terus bernuansa multikultural, yakni menghargai
keberagaman seperti perbedaan etnis dan budaya, yang harus pula
didukung faktor lain seperti ekonomi, politik, hukum dan militer, secara
kuantitatif banyak diabaikan sehingga ketidakadilan di dalam empat
faktor tersebut. Dengan demikian, agar keempat faktor tersebut dapat
berkontribusi positif terhadap ikatan kebangsaan, maka aspek keadilan
di keempat faktor tersebut harus menjadi pijakan.

Pemerintah Indonesia seharusnya membangun dengan
memprioritaskan pembangunan manusia yang cerdas, yang memiliki
kehidupan berharkat dan martabat tinggi, tidak rendah diri, sehingga
mampu mendisain sendiri arah dan tujuan membangun bangsa dan
negara, tanpa ketergantungan berlebihan terhadap pihak asing, baik
negara atau kekuatan asing. Dalam konteks ini nasionalisme merupakan
landasan utama membangun negara. Dengan mempertahankan
nasionalisme yang diperoleh melalui perjuangan kemerdekaan yang
berat, kerjasama dengan dunia internasional harus dilandasi oleh
prinsip kesetaraan dan kemitraan, bukan ketergantungan. Inilah yang
harus ditanamkan pada bangsa Indonesia, dalam pendidikan mengenai
karakter dan pekerti bangsa.
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PENDIDIKAN PADA MASA KOLONIAL
SEGREGASI, LIBERASI DAN EMANSIPASI!

Hariyono?

Keberadaan manusia yang selalu terkait dengan kebudayaan
memberi potensi manusia untuk belajar dan mengembangkan diri
secara maksimal. Manusia selain berkembang tumbuh dalam budaya
juga ikut mengembang tumbuhkan kebudayaan. Belajar menjadi
suatu keniscayaan bagi manusia untuk membangun kehidupan yang
lebih baik. Dalam berkebudayaan manusia tidak hanya dapat bertanya
bagaimana sifat sesuatu melainkan juga dapat mengusulkan bagaimana
sesuatu harus bersifat. Nilai-nilai kemanusiaan dikembangkan dan
diaktualisasikan melalui proses pendidikan. Sayangnya, tidak selamanya
manusia baik secara individual maupun social mampu menyadari
dan mengaktualisasikan potensi belajar (learning capability) yang
dimiliki. Akibatnya kebudayaan terasa membeku. Manusia terkurung
dan terkungkung dalam kebudayaan. Potensi diri dan kemampuan
komunitasnya untuk belajar (community capacity for learning)
mengalami stagnasi bahkan kemunduran dan ketidakberdayaan.
Biasanya mereka mudah menjadi objek penghisapan dan penindasan
individu dan atau komunitas lain. Masyarakat yang mengalami suatu
dominasi, eksploitasi serta hegemoni mudah terjerembab dalam
ketidakberdayaan. Persepsi dan konsep diri yang dimiliki mengalami
suatu distorsi. Mereka mudah silau dan terpukau dengan kekuatan di
luar dirinya termasuk prestasi bangsa lain. Kepercayaan diri dan harga
diri terperosok dalam lembah penindasan yang seolah tidak dapat

!Makalah disampaikandalam Seminar Nasional “Pluralisme Dalam Gerakan
Nasionalisme di Indonesia” oleh Dirjen Kebudayaan, Museum Kebangkitan Nasional di
Jakarta pada tanggal 12 September 2012.

’Penulis adalah Staf Pengajar di Jurusan Sejarah, fakultas Ilmu sosial,
Universitas negeri Malang
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diatasi. Mereka cenderung menggunakan cara mengatasi masalah
ruminatif yaitu cenderung memusatkan perhatian dengan hanya
memikirkan secara berulang keterpurukan atau depresi yang dihadapi
dan enggan melakukan tindakan nyata untuk mengatasi masalah yang
dihadapi. Barangkali konsep Geetz tentang “involusi” dapat digunakan
untuk menjelaskan budaya masyarakat Nusantara yang mengalami
pengkerdilan.?

Situasi tersebut pernah terjadi pada sebagian besar bangsa
Nusantara setelah lama dijajah oleh penguasa kolonial. Mereka
kehilangan perspektif sejarah dan perubahan arah kedepan yang lebih
baik. Begitu dikuasainya lautan oleh VOC dan diteruskan pemerintah
kolonial Belanda, bangsa Nusantara kehilangan kancah pelayaran
yang telah dilakukan oleh nenek moyangnya. Demikian pula rute
perdagangan yang telah di jajah oleh nenek moyang dipotong oleh
monopoli yang diterapkan oleh VOC dan atau pemerintah kolonial.
Konsekuensi dari hal tersebut menyebabkan masyarakat Nusantara
tidak dapat berkiprah dan berkreasi dengan kebudayaannya secara
dinamis dan kreatif.

Bangsa Nusantara telah kehilangan memori keberhasilan
yang pernah dialami oleh nenek moyangnya. Pada saat masuknya
peradaban Hindu-Budha dan Islam mereka mampu melakukan suatu
sintesa budaya. Melalui locol genius yang dikembangkan muncul
stupa Borobudur yang memadukan peradaban India dan peradapan
Nusantara. Demikian pula pada saat masuknya Islam, muncul masjid
dan pesantren yang ber-“aroma” khas . Keduanya adalah contoh
dari budaya material yang mengagumkan sebelum Nusantara jadi
bangsa taklukan. Sedangkan budaya sastra dan atau material lainnya
masih cukup banyak. Bangsa Nusantara mengalami marginalisasi dan
dehumanisasi selama dijajah bangsa asing. Warga Nusantara dipaksa
melayani bangsa asing dalam pelbagai bidang kehidupan. Dalam

3Lihat Lifford Geertz. 1983. Involusi Pertanian, Proses perubahan ekologi di
Indonesia. Jakarta: Bhratara.
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bidang politik, penguasa kolonial hanya mempertahankan elit pribumi
yang loyal dan penurut. Mereka yang kritis dan berani disisihkan dan
diasingkan dari rakyatnya. Beberapa tokoh (E.F.E. Douwes Dekker.
Suwardi Suryaningrat dan Ciptomangunkusumo) yang berusaha
menyatukan potensi dan mengembangkan pemikiran radikal, yaitu
Indische Party tidak diberi hak berkembang oleh pengusaha kolonial.
Dalam bidang ekonomi masyarakat Nusantara hanya dijadikan sebagai
pekerjaan kasar dan disisihkan secara sistematis dari dunia pelayaran
dan perniagaan. Dalam bidang budaya mereka hanya menjadi resipien
budaya. Penguasa kolonial tidak hanya berhasil mengekpolitasi hasil
bumi dan tenaga kerja Indonesia, melainkan juga harga diri dan daya
hidup masyarakat Nusantara.* Potensi diri sebagai mahluk yang
berpikir tidak dapat diaktualisasikan. Seolah aktivitas yang ada dijalani
tanpa berpikir. Kebiasaan tersebut menyebabkan sebagian besar
diantara mereka malas berpikir. Kalau diajak untuk berpikir serius *
mikir-mikir’. Timbullah stereotype manusia Nusantara yang bermental
“Inlander”. Uniknya sosok yang menyadari akan keterbelakangan dan
keterkungkungan bangsa Nusantara sebagian besar adalah anak-
anak pergerakan yang telah berkenalan dan mengenyam pendidikan
atau pengetahuan modern yang diterapkan oleh pemerintah kolonial.
Pendidikan kolonial yang sangat diskriminatif dan elitis ternyata juga
memberi ruang bagi sebagian kecil anak-anak Nusantara tercerahkan.
Mereka berhasil merekonstruksi kesadaran kebangsaan yang inklusif
sekaligus persamaan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Untuk itulah
dalam makalah ini, penulis mengajak pembaca untuk bersikap jujur dan

*Para perintis pergerakan nasional dan pendiri bangsa telah banyak
mengungkapkan hal tersebut. Misal Abdul Rivai (1871-1933) pernah menyatakan
bahwa masyarakat pribumi, khususnya Jawa telah mengalami demoraliasi yang
disebabkan oleh system kolonial dan feodal. “Kesadaran akan kekurangan -
kekurangan diri, hinaan dan cemoohan yang dialami, dan kecilnya hasil kerja yang
berat mengakibatkan runtuhnya moral dan fisik orang Jawa” dalam Poeze, H.A, 2008.
Di Negeri Penjajah, Orang Indonesia di Negeri Belanda 1600-1950, Jakarta: Gramedia,
KITLV. Hal.36.
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adil terhadap praksis pendidikan di masa kolonial. Pendidikan kolonial
memang tidak dapat disangkal bertujuan untuk melanggengkan
dominasi, hegemoni dan eksploitasi penguasa kolonial. Pendidikan
sangat elitis dan segregatif. Tetapi, pendidikan kolonial juga mampu
memberi ruang pada anak-anak Nusantara yang terlibat didalamnya
keluar dari imanensi budaya yang mengungkung bangsanya.

Anak-anak pergerakan yang tercerahkan tersebut kemudian
berhasil melakukan “refleksi ganda”. Sebagai insan yang terdidik
mereka tidak hanya berhasil mengambil jarak dan krisis terhadap
kebudayaan Barat. Anak-anak pergerakan juga berhasil mengambil
jarak dan kritis terhadap kebudayaan nenek moyangnya. Mereka tidak
hanya berusaha melihat dan mempelajari realitas bangsanya secara
obyektif melainkan juga berusaha merekonstruksi bagaimana realitas
bangsanya ke depan menjadi.

Mereka tidak hanya kritis terhadap imperialisme, kapitalisme
dan kolonialisme tetapi juga sangat kritis terhadap feodalisme budaya
nenek moyangnya. Segala bentuk ketidakadilan yang menyebabkan
pembodohan dan pemiskinan ingin ditentang. Mereka mendambakan
suatu persamaan harkat dan martabat manusia dengan tetap
menghargai perbedaan yang ada. Kondisi tersebut menyemai konsepsi
nasionalisme yang inklusif. Sebagian di antara mereka berhasil
merumuskan praksis pendidikan yang emansipatoris dan transformatif.
Praksis pendidikan yang dilakukan oleh Kartini, Ki Hajar Dewantoro,
Moh. Syafei adalah contohnya.

Pendidikan segregatif Sumber Ketidakadilan

Pendidikan ala barat sebenarnya sudah didirikan oleh
pemerintah kolonial sejak abad XVI di Nusantara. Misalnya, Portugis
sudah mulai mendirikan pendidikan Seminarie di Ternate pada tahun
1536. Pada tahun 1546 Portugis juga sudah berhasil mendirikan
pendidikan di Ambon. Demikian pula pendirian sekolah agama di
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Timor, Rote dan Sawu telah lama dilakukan oleh Portugis pada abad
XVI. Pendidikan yang dikembangkan oleh Portugis cenderung dikaitkan
dengan penyebaran agama Katholik. Uniknya Belanda pada saat
mengenalkan pendidikan juga cenderung memfokuskan pada daerah-
daerah yang pernah mendapat pengaruh Portugis. Daerah yang belum
banyak dipengaruhi oleh pendidikan agama misionais Portugis kurang
dikembangkan. Kondisi tersebut menyebabkan pendidikan yang
pertama kali dikenalkan oleh pemerintah kolonial sangat eksklusif
yaitu yang terkait dengan penyebaran agama.®

Seiring dengan perkembangan paradigma pendidikan di Barat
sejak masa pencerahan (Aufklarung) pendidikan yang memfokuskan
pada agama mulai ditinggalkan pemerintah kolonial. Paradigma
pendidikan yang berbasis pada liberalism mulai dominan. Pendidikan
menjadi netral dari agama®. Gubernur Daendels memerintahkan para
bupati di Jawa untuk mendirikan sekolah di setiap distrik guna memberi
pendidikan pada rakyat. Walaupun kebijakan Daendels belum sempat
direalisasi tetapi berhasil mengenalkan pada kepala daerah pribumi
akan pentingnya pendidikan.’

Kebutuhan pendidikan modern mulai dirasakan penting dan
tidak mendesak untuk dilaksanakan setelah praktek Tanam Paksa
berhasil diterapkan. Pemerintah kolonial makin merasa perlu pegawai
yang mengenal ketrampilan teknis dengan gaji murah. Pada era tahun
1849 — 1852 berhasil didirikan 20 sekolah untuk anak-anak bumiputera
dari kalangan bangsawan di setiap karesidenan. Untuk menunjang
kebutuhan guru pada tahun 1852 didirikan sekolah guru (Kweekschool)

°Lihat Djumhur 1 & Danasuparta,H. 1976. Sejarah Pendidikan. Bandung .CV
IlImu. Hal. 115. Juga Fox, J.J 1996. Panen Lontar. Perubahan Ekologi dalam Kehidupan
Masyarakat Pulau Rote dan Sawu. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

SLihat Kartodirdjo, S. 1987. Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900
Dari Emporium samapi Imperium, Jakarta: Gramedia, Hal.353

’Djumhur & Danasuparta, 1976 hal. 122
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yang pertama kali di Surakarta. Kemudian didirikan sekolah guru
di beberapa kota lain, misalnya Bukittinggi (1856), Tapanuli (1864),
Bandung (1866), Tondano (1873), Ambon (1874), Probolinggo (1875),
Banjarmasin (1875), Makasar (1876) dan Padang Sidempuan (1879).

Gerakan  mendirikan  lembaga pendidikan  tersebut
makin membesar dan intensif sejak perusahaan swasta berhasil
mengembangkan usahanya di era perekonomian liberal yang
diterapkan sejak tahun 1870. Kebutuhan akan tenaga terampil makin
mendesak untuk dipenuhi. Mendatangkan orang Eropa yang terdidik
membutuhkan biaya yang mahal. Kebutuhan perusahaan modern serta
birokrasi pemerintah bersinggunggan dengan keprihatinan sebagian
kecil orang Belanda yang prihatin dengan nasib kaum pribumi.

Kelompok yang terakhir tersebut lebih dikenal dengan istilah
kaum ethis. Jadi perpaduan antara kebutuhan industry dan pejuang
nilai-nilai kemanusiaan mendorong diterapkannya kebijakan politik
eti